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Latar belakang-
One Gate  one Destinasi  (OGOD) adalah Nama atau Branding,  untuk pemungutan1.
retribusi  jasa usaha disetiap destinasi  atau disetiap obyek retribusi,  khususnya di
Kepulauan Nsa Penida yang memiliki cukup banyak daya tarik wisata (DTW) /obyak
wisata.
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak2.
Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi pariwisata di Nusa Penida ada dua yaitu
Kawasan Pulau Nusa Penida dan Kawasan Pulau Lembongan dan Nusa Ceningan.
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha
direncanakan penerapan OGOD.
Yang menjadi obyek retribusi jasa usaha dimaksud adalah penyediaan atau pelayanan3.
barang  dan/atau  jasa  tempat  rekreasi  dan  pariwisata  yang  disediakan,  dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
Permasalahannya Pintu Masuk Destinasi  dan Destinasi  Wisata yang akan menjadi4.
obyek  retribusi  jasa  belum selesai  dibangun,  karena  sebagian  besar  memerlukan
kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga baik Desa adat maupun perorangan. Saat
ini sedang dilakukan kajian perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor
8 Tahun 2023, salah satu obyek retribusi jasa usaha yang rencananya dirubah adalah
obyek  retribusi  Kawasan  Kepulauan  Nusa  Penida  dan  Kawasan  Pulau  Nusa
Lembongan dan Nusa Ceningan menjadi Retribusi Jasa Usaha di setiap Daya Tarik
Wisata (OGOD), yang akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan perubahan Perda 8
tahun 2023.
Permasalahannya  adalah  penyusunan  Perda  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah5.
melibatkan  pihak  eksternal,  seperti  Lembaga  Legislative,  Kementerian  Hukum,
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Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Keuangan.

I. Maksud dan Tujuan

Memberikan  pertimbangan  dalam1.
p e n e r a p a n  O G O D  d a n  d a l a m
perubahan  Perda  8  tahun  2023.
Sebagai anggita Tim pengendsli mutu2.
kelitbangan,  mengharapkan  kajian
perubahan  Perda  8  tahun  2023,
khususnya  obyek  retribusi  tempat
rekreasi  dan  wisata,  sesuai  dengan
k e b u t u h a n  O P D  d a n  d a p a t
dilaksanakan.

II. Ide dan Gagasan

Sesuai dengan difinisi Retribusi Daerah1.
adalah  pungutan  Daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian
izin  tertentu  yang  khusus  disediakan
dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah
Daerah  untuk  kepentingan  orang
pribadi atau badan, maka Pemerintah
wajib  menyediakan  pelayanan  baik
berupa barang dan/atau  jasa  sebagai
o b y e k  r e t r i b u s i  j a s a  u s a h a .
Berdasarkan  informasi  dari  Dinas

Pariwisata telah dijalin kerjasama pada
4  obyek  wisata  antara  lain  :  (1)
Klingking,  (2)  Cristal  By,  (3)  Broken
Beach – Anggel Bilabong dan (4) Mata
Air Bilabong. Dua obyek lainnya segera
dilaksanakan kerjasama. Kesepahaman
Bersama  dan  Perjanjian  Kerjasama
yang  dibuat,  kami  sarankan  agar
memuat  secara  detail,  dasar  hukum,
maksud dan tujuan, pemanfaatan aset
tetap, sistem oengelolaanya serta bagi
hasilnya. Hal ini sangat penting karena
setiap  rupiah  yang  diterima  maupun
yang  dikeluarkan  dalam APBD harus
jelas dan benar rujukan hukumnya.
Destinasi  wisata  yang akan dijadikan2.
obyek retribusi jasa usaha, hendaknya
selesai dibangun dan siap memberikan
pelayanan kepada wisatawan pada saat
Perda  retribusi  daerah  diundangkan.
Sehingga  diharapkan  dilaksanakan
secara  paralel  antara  penyiapan
layanan barang dan jasa  di  destinasi
wisata dengan perubahan Perda Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

III. Rekomendasi

Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  disarankan  mengkoordinir  dan1.
memprioritaskan pembangunan Destinasi wisata yang menjadi Obyek retribusi jasa
uasaha, karena melibatkan beberapa OPD.
Badan Pengelola Keuangan Daerah disarankan mengkoordinasikan penganggaran di2.
destinasi  wisata,  khususnya  dengan  Irda,  agar  tidak  terjadi  salah  penganggaran
maupun salah peruntukan.
Dinas  Pariwisata  disarankan  mempercepat  Kerjasama  yang  belum  selesai,  serta3.
memastikan  isi  kesepakatan  dan  kerjasama  detail  dan  bisa  ditikdaklanjuti  sesuai
peraturan  perundang undangan.  Termasuk  jangka  waktunya  harus  sesuai  dengan
peraturan yang berlaku.
Tim  Produk  Hukum  Daerah,  disarankan  memprioritaskan  pembahsan  dan4.
mengkoordinasikan dengan pihak eksternal perubahan Perda 8 tahun 2023.
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IV. Kegiatan Kelompok Ahli
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V. Lampiran


